
Menirnbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh 
kernsangkan rasa persatuan. kesaruan dan 
kecintaan ra.lc)'at pada Propinsi J awa 
Tengan yang mernpunyai keunggulan 
kualitatif, komparatif. kompetitif serta 
untuk memacu pengembangan potensi 
sumber daya Daerah. perlu ditetapkan 
Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah ; 

b. bahwa penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa 
Tengah tersebut huruf a merupakan 
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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2004 

TENTANG 

HARi JADI PROPINSI JAWATENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBER.~URJAWATENGAH 

TAHUN : 2004 NOMOR: 37 

LEMBARANDAERAH 
PROPINSI JAWA TENGAH 

r 



1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Propinsi Jawa 
Tengah ; 

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999Nomor60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran 

c. bahwa berhubung dengan pertirnbangan 
sebagaimana-dimaksud huruf a dan nuruf 
b serta sesuai dengan Undang - undang 
Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950. maka 
dipandang perlu menetapkan Hari Jadi 
Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan 
Daerah. 

1 kesepakatan pengakuan hukwn terhadap 
keberadaan Propinsi Jawa Tengah yang 
berhak mengat'Jr dan mengurus urusan · 
rumah tangga sendiri dan mempunyai 
Pemerintahan Daerah yang berkedudukan 
di Semarang dengan wilayah meliputi 
Daerah Eks Karesidenan Semarang. Pati. 
Pekalongan. Banyumas. Kedu dan 
Surakarta: 
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Mengingat 
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Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlalamya 
Undang • undang Nomor 2, Nomor 3, 
Nomor 10 dan Nomor 11 Dari Hal 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengan, 
Jawa Timur, Jawa Barat Dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Kewenangan Pemerintah 
Dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 3952) ; 

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentan~ Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan Dan Bentuk 
Rancangan Undang - Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Dan Rancangan 
Keputusan Presisen (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70); 

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pernbentukan Dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 
4 Seri E Nomor 1 ). 



128 

Pada setiap Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I wajib diselenggarakan 
Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah 
dan kegiatan Peringatan Harl Jadi Propinsi Jawa Tengah. 

Pasal 4 
Tata Cara dan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari J~di 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah. 

Pual 3 

Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus. 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Propinsi 
Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 15 Agustus '1950. 

Paul 2 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JA WA 
TENGAH TENTANG HARi JADI 
PROPINSI JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN 

Uengan perserujuan 

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH 
PROPINSIJAWA TENGAH 
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LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 
NOMOR 37 SERI E NOMOR 4 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 12 Mei 2004 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 

JAWA TENGAH 

ttd 

MARDJIJONO 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 12 rviei2004. 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk.an 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

Pasal 5 

Hal-ha) yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
menyanglrut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubemur 
Jawa Tengah. 
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Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dapat 
menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan 
memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat, 
lembaga politik. sosial. keagamaan. budaya, keuangan dan 
perekonomian, ketatanegaraan, dan Pemerintahan di 
wilayah Propinsi Jawa T engah terhadap keberadaan Propinsi 
Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah 
Adrninistratif, serta terhadap Para Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Disamping itu 
Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dapat juga digunakan sebagai 

Bahwa Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah 
dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya 
adalah pengakuan terhadap awal rnula, kelangsungan 
perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta 
penghargaan kepada Para Pemimpin Pemerintahan Propinsi 
Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik 
Indonesia. 

L PENJELASANUMUM 

PENJELASAN 

~ 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2004 

TENTANG · 

HARIJADIPROPINSIJAWA TENGAH 
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Selanjutnya Hari Jadi Propinsi Jawa T engah 
tersebut secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk 
tentang pembentukan, tata cara pembentukan. kedudukan. 
penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan. 
urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan wakru 
d+nulainya pemerintahan di Propinsi Jswa Tengah dalam 
Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia. 

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi 
Propinsi Jawa Tengan telah dilakukan penelusuran. 
Seminar dan Studi Komparasi yang melibatkan Seiarawan. 
Pakar Hukum Tata Negara . Pemuka Masyarakat dan 
seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama 
merumuskan tanggal kelahiran Propinsi Jawa Tengah 
dengan pendekatan yuridis normatif yaitu : 

a Berdirinya :;Propins+..Jawa Tengah dengan 
mendasarkan ketentuan Staadblad 1929 Nomor 
227 yaitu pada tanggal I Januari 1930. merupakan 
saat terbentuknya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 
yang mempunyai wilayah Karesidenan Semarang. 
Karesidenan Pekalongan. Karesidenan Kedu. 
Karesidenan Pati dan Karesidenan Banyumas. 
dimana Karesidenan Surakarta belum terbentuk. 

sarana untuk menunjukkanjati diri Propinsi Jawa Tengah 
yang memiliki keunggulan kualitalif, komparatif, clan 
kompetitifyang dapat memacu pertumbuhan Propinsi J awa 
Tengah. 
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d, Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan 
mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1950 pada taaggal 15 Agustus 

c. Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan 
mendasarkan ketenruan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1.950, pada saat 
terbentuknya Propinsi Jawa Tengah dengan 
mendasarkan ketentuan tersebut. maka wilayah 
Propinsi Jawa Tengah meliputi wilayah Karesidenan 
Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan 
Kedu, Karesidenan Pati, Karesidenan Banyumas dan 
Karesidenan Surakarta, dan pada Undang-undang 
tersebut telah dimuat kewenangan yang dirniliki oleh 
Propinsi Jawa Tengah, narnun demikian Undang­ 
undang tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 akan 
ditetapkan berlakunya dengan Peraturan 
Pemerintah; 

b. Berdir inya Propinsi Jawa Tengah dengan 
mendasarkan Ketetapan Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia I PPKI) tanggal 19 Agustus 
194 5 yang membagi Indonesia menj adi 8 ( delapan) 
Propinsi tennasuk didalamnya adalah Propinsi Jawa 
Tengah dan menunjuk Raden Pandji Soeroso sebagai 
Gubemur J awa Tengah ; 

disamping itu Negara Republik Indonesia belum 
merdeka : 
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Petunjuk terstout di atas.adalah ,; Bahwa telah tiba 
waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Jawa Tengah 
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sebagaimana tennaksud dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 

Selanjutnya pembentukkanya dalam Undang-undang 
Nomor IO Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah 

1 ~:,u, t'eramran r-emeruuau u::1:,c:Oul mengaiur 
penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 
2, Nomor 3, Nomor 10 dan Nomor 11 Dari Hal 
Pembentukan Propinsi Jawa Timur, Daerah lstimewa 
Yogyakarta, Jawa Tengan, dan Jawa Barat 
scbagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950. 

Penmjuk mengenai Harl Jadi Propinsi Jawa Tengah 
secara terinci dalam Sistem Hukum Tata Negara 
sebagaimana tcrsebut di atas secara lengkap dipenuhi oleh 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi J awa T engah juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2, Nomor 3, 
Nomor IO dan Nomor 11 Dari Hal Pembentukan Propinsi 
Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat, yang ditctapkan pada tanggal · 15 Agustus 
1950. 
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f. Urusan-urusan rumah tangga dankewajiban 
lain serta segala milik berupa barang tetap 
maupun barang tidak tetap dan perusahaan­ 
perusahaan dari Pemerintahan Daerah yang 
dihapus.kan tersebut di atas menjadi milik 
Propinsi Jawa Tengah ; dan 

c. Daerah (wilayah) Propinsi Jawa Tengah 
meliputi Eks Karesidenan Semarang, Pati, 
Pekalongan, Banyumas, Kedu dan 
Surakarta dengan demikian sebagai 
Daerah Otonom, wilayahnya mencakup 
seluruh Jawa Tengah; 

d Kedudukan Pemerintahan.Daerah Propinsi 
Jawa Tengah di Kota Semarang; 

e. Adanya Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah 
PropinsiJawa Tengah; 

b. Kedudukan hukum Propinsi Jawa Tengah 
sebagai Daerah Otonom ; 

a Menghapus Pernerintahan Daerah 
Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, 
Banyurnas, Kedu dan Surakarta dan 
membentuk PropinsiJawa Tengah ; 

Nomor 3 1 Tahun 1950 telah ditetapkan hal­ 
hal sebagai berikut: 
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.... 

Cukup jelas . Pasal 2 s.d Pasal 6 

Yang dimaksud Hari Jadi adalah 
Hari dan Tanggal ditetapkan 
Pembentukan Propinsi Jawa 
Tengah sebagai Daerah Otonom. 

Pasal 1 

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

g. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang alcan 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka 
dipandang perlu menetapkan tanggal 15 Agustus 1950 
sebagai Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah yang 
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. 


